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L. PENDAHULUAN

Perpindahan penduduk lintas negara telah menjadi salah satu karakteristik utama masyarakat global pada
abad ke-21. Peningkatan arus migrasi dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari kebutuhan tenaga
kerja, ketimpangan pembangunan antarnegara, konflik bersenjata, hingga perubahan lingkungan yang
memaksa masyarakat meninggalkan wilayah asalnya. Di tengah dinamika tersebut, migrasi
internasional tidak lagi dipahami semata sebagai persoalan perpindahan manusia dari satu negara ke
negara lain, melainkan sebagai bagian dari tata kelola global yang melibatkan tanggung jawab negara
dalam menjamin keamanan serta penghormatan terhadap hak asasi setiap individu. Perubahan karakter
migrasi tersebut turut mendorong perkembangan hukum migrasi internasional yang sebelumnya lebih
berorientasi pada pengendalian masuk dan keluarnya orang melintasi perbatasan menjadi rezim hukum

yang semakin menempatkan perlindungan hak migran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari
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kebijakan migrasi. Pergeseran orientasi inilah yang kemudian menjadi salah satu fondasi penting dalam

upaya membangun sistem migrasi yang lebih aman, tertib, dan berkeadilan.

Di sisi lain, meningkatnya mobilitas manusia juga menghadirkan ruang yang lebih luas bagi
berkembangnya kejahatan transnasional, terutama perdagangan manusia. Laporan dari International
Labour Organization (ILO), Walk Free and International Organization for Migration (IOM) pada tahun
2017 yang di analisis oleh (Giammarinaro, 2022) dan (Barnes et al., 2023) menyatakan bahwa praktik
ini memanfaatkan berbagai bentuk kerentanan yang dialami migran, seperti keterbatasan akses terhadap
informasi, lemahnya perlindungan hukum, tekanan ekonomi, maupun status keimigrasian yang tidak
pasti sehingga mereka lebih mudah menjadi sasaran eksploitasi oleh jaringan kriminal lintas negara.
Data dari United Nations Organization on Drugs and Crime (UNODC) dan Counter Trafficking Global
Data Collaborative (CTDC) menunjukkan bahwa perdagangan manusia masih menjadi salah satu
bentuk kejahatan transnasional yang paling berkembang, dengan korban yang didominasi oleh
perempuan, anak, dan kelompok migran yang berada dalam situasi rentan (Al-Tammemi et al., 2023;
Anguita-Olmedo, 2025) dan (Walby & Francis, 2024). Selain itu, (Kougkoulos et al., 2021) dan (EIDidi
et al., 2023) menyampaikan bahwa Global Estimates of Modern Slavery memperkirakan bahwa jutaan
orang masih menjadi korban kerja paksa yang sebagian besar berkaitan dengan eksploitasi terhadap
pekerja migran. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pencegahan perdagangan manusia tidak cukup
hanya mengandalkan penegakan hukum pidana, tetapi juga memerlukan sistem hukum migrasi yang
mampu mengurangi kerentanan migran sejak sebelum proses migrasi berlangsung (Sartika &

Burhanuddin, 2023; Seftiniara et al., 2024).

Perkembangan hukum migrasi internasional dalam tiga dekade terakhir memperlihatkan adanya
perubahan orientasi dari pendekatan yang berpusat pada pengawasan perbatasan menuju tata kelola
migrasi yang semakin menekankan perlindungan hak asasi manusia (Nicolosi, 2024) dan (Bast, 2024).
Pergeseran tersebut tercermin melalui lahirnya berbagai instrumen hukum internasional yang saling
melengkapi dalam membangun rezim perlindungan migran. Penelitian oleh (Arbaoui & Semaoui, 2024)
dan (Abdul Aziz & Mat Basir, 2025) membahas tentang /nternational Convention on the Protection of
the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families ICMW) yang menegaskan kewajiban
negara untuk menghormati dan melindungi hak-hak pekerja migran tanpa membedakan status
keimigrasiannya. Selanjutnya, (Gunawan et al., 2022; Mabharani et al., 2026) dan (Theilen, 2025)
menyampaikan bahwa Palermo Protocol memperluas pendekatan internasional dari sekadar penindakan
pelaku menuju pencegahan, perlindungan korban, dan penguatan kerja sama antarnegara dalam
menghadapi perdagangan manusia. Perkembangan tersebut diperkuat melalui Global Compact for Safe,
Orderly and Regular Migration (GCM) yang mendorong negara-negara membangun kebijakan migrasi
yang aman, teratur, dan menghormati hak asasi manusia (Desmond, 2023). Perubahan tersebut
menunjukkan bahwa hukum migrasi internasional kini berkembang sebagai instrumen preventif yang

mengintegrasikan perlindungan hak migran dengan upaya pencegahan perdagangan manusia.
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Perubahan orientasi hukum migrasi internasional tidak hanya ditandai oleh bertambahnya instrumen
hukum, tetapi juga oleh berkembangnya cara pandang terhadap perlindungan migran sebagai bagian
dari strategi pencegahan perdagangan manusia. Menurut (Chetail, 2023) dan (Vitiello, 2022),
pendekatan yang sebelumnya lebih menitikberatkan pada pengawasan perbatasan secara bertahap
bergeser menuju tata kelola migrasi yang mengintegrasikan perlindungan hak asasi manusia, akses
terhadap keadilan, serta kerja sama antarnegara. Dalam perspektif ini, (Nimble et al., 2024) dan (Fabbri
et al., 2023) juga menyampaikan bahwa pencegahan perdagangan manusia dipahami tidak lagi sebatas
penindakan terhadap pelaku, melainkan juga melalui pengurangan berbagai faktor kerentanan yang
dialami migran sejak tahap perekrutan, perjalanan, hingga proses penempatan di negara tujuan. Dengan
demikian, efektivitas hukum migrasi internasional tidak hanya diukur dari kemampuannya mengatur
mobilitas penduduk, tetapi juga dari sejauh mana norma-norma tersebut mampu memberikan

perlindungan preventif terhadap kelompok migran yang berisiko menjadi korban perdagangan manusia.

Pendekatan tersebut kemudian berkembang ke dalam mekanisme multilevel rights protection, yaitu
sistem perlindungan yang menghubungkan norma hukum internasional, kebijakan regional, dan regulasi
nasional dalam satu kerangka perlindungan yang saling melengkapi. Melalui mekanisme ini, prinsip-
prinsip perlindungan hak migran yang diatur dalam instrumen internasional diterjemahkan ke dalam
kebijakan regional dan selanjutnya diimplementasikan melalui peraturan perundang-undangan nasional
sesuai dengan karakteristik masing-masing negara (Sundram, 2024) dan (Harré, 2022). Model
perlindungan berlapis tersebut dinilai lebih adaptif dalam menghadapi karakter perdagangan manusia
yang bersifat lintas batas dan melibatkan berbagai yurisdiksi (Lavenex & Piper, 2022) dan (Ogunniyi &
Idowu, 2022). Oleh karena itu, keberhasilan pencegahan perdagangan manusia tidak hanya ditentukan
oleh kualitas regulasi pada tingkat internasional, tetapi juga oleh konsistensi implementasinya pada
tingkat regional dan nasional sehingga perlindungan terhadap migran dapat berlangsung secara

berkesinambungan.

Dalam konteks Indonesia, tantangan tersebut masih menjadi isu yang memerlukan perhatian serius
karena perdagangan manusia sering kali berkaitan dengan proses migrasi tenaga kerja ke luar negeri.
Indonesia sebenarnya telah memiliki berbagai perangkat hukum, seperti Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 18
Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang menunjukkan komitmen negara dalam
memperkuat perlindungan terhadap warga negara yang melakukan migrasi untuk bekerja (Utami, 2024)
dan (Saito & Budianto, 2025). Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasi kedua
regulasi tersebut masih menghadapi persoalan koordinasi antarlembaga, harmonisasi kebijakan, serta
sinkronisasi dengan standar perlindungan yang berkembang dalam hukum internasional (Marpi, 2021)
dan (Asmorojati et al., 2022). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penguatan regulasi nasional perlu

diikuti oleh integrasi yang lebih erat dengan perkembangan hukum migrasi internasional agar
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mekanisme perlindungan terhadap migran mampu berfungsi secara lebih efektif dalam mencegah

terjadinya perdagangan manusia.

Berbagai penelitian telah mengkaji perdagangan manusia dari beragam perspektif, mulai dari penegakan
hukum pidana, perlindungan korban, hingga kebijakan migrasi. Sebagian besar kajian menempatkan
perdagangan manusia sebagai bentuk kejahatan transnasional yang harus ditangani melalui penguatan
instrumen hukum pidana dan kerja sama penegakan hukum antarnegara (Qosim et al., 2025) dan
(Ajakaye & Lawal, 2024). Di sisi lain, penelitian oleh (Pécoud, 2021) dan (Piper & Foley, 2021)
mengenai hukum migrasi internasional lebih banyak berfokus pada tata kelola mobilitas penduduk,
perlindungan pekerja migran, maupun pengelolaan arus migrasi yang aman dan teratur. Meskipun
memberikan kontribusi yang penting, kedua kelompok penelitian tersebut umumnya berkembang secara
terpisah sehingga hubungan antara evolusi hukum migrasi internasional, mekanisme perlindungan hak
multilevel, dan strategi pencegahan perdagangan manusia belum dianalisis secara komprehensif dalam

satu kerangka normatif.

Keterpisahan perspektif tersebut menunjukkan adanya ruang pengembangan dalam kajian hukum
internasional mengenai pencegahan perdagangan manusia. Hingga saat ini, masih terbatas penelitian
yang menelaah bagaimana perkembangan hukum migrasi internasional dapat berfungsi sebagai
instrumen preventif melalui integrasi norma hukum internasional, regional, dan nasional dalam suatu
mekanisme perlindungan hak yang berlapis (Frasca, 2023) dan (Maemunabh et al., 2025). Selain itu, studi
oleh (Nicodemi & Cirillo, 2024) menunjukkan bahwa karakter perdagangan manusia yang melintasi
batas negara menuntut adanya keterpaduan kebijakan dan harmonisasi regulasi pada berbagai tingkat
yurisdiksi agar perlindungan terhadap migran tidak berhenti pada tataran normatif semata. Berdasarkan
kondisi tersebut, penelitian ini menawarkan perspektif yang berbeda dengan menempatkan evolusi
hukum migrasi internasional sebagai fondasi normatif bagi pembentukan mekanisme multilevel rights
protection yang berorientasi pada pencegahan perdagangan manusia, bukan semata-mata pada

penindakan setelah kejahatan terjadi.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana evolusi hukum
migrasi internasional membentuk mekanisme perlindungan hak multilevel dalam memperkuat upaya
pencegahan perdagangan manusia. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya membahas
perkembangan hukum migrasi, perlindungan hak migran, atau perdagangan manusia secara terpisah,
penelitian ini menempatkan ketiga aspek tersebut dalam satu kerangka analisis yang saling berkaitan.
Pendekatan tersebut diharapkan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan
antara perkembangan norma hukum internasional, mekanisme perlindungan hak pada berbagai tingkat
pengaturan, dan efektivitas pencegahan perdagangan manusia. Secara akademik, penelitian ini
menawarkan kerangka analisis yang menjelaskan bagaimana evolusi hukum migrasi internasional

menjadi landasan normatif dalam membangun mekanisme perlindungan hak multilevel sebagai strategi



M. Kossay et al.
pencegahan perdagangan manusia, sehingga memperluas perspektif dalam kajian hukum migrasi

internasional dan perlindungan hak asasi manusia.

II. METODOLOGI

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain penelitian hukum yuridis-doktrinal yang
dipadukan dengan pendekatan perbandingan hukum. Pendekatan tersebut dipilih karena penelitian
berfokus pada analisis perkembangan norma hukum migrasi internasional dalam membangun
mekanisme perlindungan hak multilevel sebagai upaya pencegahan perdagangan manusia. Analisis
dilakukan terhadap substansi berbagai instrumen hukum untuk mengidentifikasi perubahan prinsip
perlindungan migran, bentuk tanggung jawab negara, serta hubungan antaraturan pada tingkat
internasional, regional, dan nasional. Melalui desain tersebut, penelitian diharapkan menghasilkan
analisis normatif yang mampu menjelaskan evolusi hukum migrasi internasional serta relevansinya

terhadap penguatan perlindungan hak migran.
B. Populasi dan Sampel

Dalam penelitian hukum normatif, populasi penelitian dipahami sebagai keseluruhan instrumen hukum
yang mengatur migrasi internasional, perlindungan hak migran, dan pencegahan perdagangan manusia
pada tingkat internasional, regional, dan nasional. Sampel penelitian berupa instrumen hukum yang
dipilih secara purposive berdasarkan relevansinya dengan fokus penelitian, perkembangan norma
hukum, dan keterkaitannya dengan mekanisme perlindungan hak multilevel. Pemilihan tersebut
bertujuan memperoleh bahan hukum yang mampu menggambarkan evolusi pengaturan migrasi
internasional dalam mendukung pencegahan perdagangan manusia secara komprehensif. Dengan
demikian, analisis difokuskan pada instrumen hukum yang memiliki kontribusi paling signifikan

terhadap pembentukan kerangka perlindungan hak migran dalam sistem hukum internasional.
C. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai dokumen hukum
dan literatur yang berkaitan dengan fokus penelitian. Data yang digunakan terdiri atas bahan hukum
primer berupa konvensi internasional, protokol, serta peraturan perundang-undangan, bahan hukum
sekunder berupa buku dan artikel ilmiah, serta bahan hukum tersier yang mendukung penafsiran konsep
hukum. Seluruh bahan hukum dipilih berdasarkan relevansi substansi, tingkat otoritas sumber, dan
keterkaitannya dengan perkembangan hukum migrasi internasional, perlindungan hak migran, serta
pencegahan perdagangan manusia. Proses pengumpulan dilakukan secara sistematis agar setiap bahan
hukum yang dianalisis mampu memberikan dasar yang memadai dalam menjawab rumusan masalah

penelitian.

D. Instrumen Penelitian
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Instrumen utama penelitian ini adalah pedoman analisis normatif yang digunakan untuk mengevaluasi
substansi setiap instrumen hukum secara sistematis. Pedoman tersebut memuat empat aspek analisis,
yaitu perkembangan norma hukum migrasi internasional, prinsip perlindungan hak asasi manusia,
mekanisme pencegahan perdagangan manusia, dan penerapan perlindungan hak multilevel. Selain itu,
matriks perbandingan hukum digunakan untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, serta hubungan
antaraturan pada tingkat internasional, regional, dan nasional. Penggunaan instrumen tersebut
membantu menjaga konsistensi analisis sehingga setiap dokumen dievaluasi berdasarkan indikator yang

sama.
E. Prosedur Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan identifikasi, klasifikasi, interpretasi,
perbandingan, dan sintesis terhadap seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan. Tahap identifikasi
digunakan untuk menemukan norma hukum yang mengatur migrasi internasional, perlindungan hak
migran, dan pencegahan perdagangan manusia, sedangkan tahap klasifikasi dilakukan berdasarkan
tingkat pengaturan serta ruang lingkup perlindungan yang diberikan. Tahap interpretasi dan
perbandingan bertujuan mengevaluasi perkembangan norma hukum, hubungan antarinstrumen, serta
integrasi perlindungan hak pada tingkat internasional, regional, dan nasional dalam membentuk
mekanisme perlindungan hak multilevel. Hasil analisis kemudian disintesis untuk membangun
konstruksi hukum mengenai kontribusi evolusi hukum migrasi internasional terhadap penguatan

pencegahan perdagangan manusia melalui mekanisme perlindungan hak yang terintegrasi.
F. Langkah-Langkah Pelaksanaan

Pelaksanaan penelitian dilakukan melalui tahapan yang tersusun secara sistematis agar proses analisis
berlangsung secara terarah dan konsisten. Tahap pertama diawali dengan identifikasi dan inventarisasi
seluruh instrumen hukum yang berkaitan dengan migrasi internasional dan perdagangan manusia,
kemudian dilanjutkan dengan klasifikasi berdasarkan tingkat pengaturan serta substansi perlindungan
hak. Tahap berikutnya dilakukan analisis normatif dan perbandingan hukum untuk mengidentifikasi
perkembangan norma, hubungan antaraturan, serta bentuk mekanisme perlindungan hak multilevel.
Tahap akhir berupa penyusunan sintesis hasil analisis yang menjadi dasar dalam penarikan kesimpulan

sesuai dengan tujuan penelitian.
G. Pertimbangan Etis

Penelitian ini tidak melibatkan partisipan manusia karena seluruh data diperoleh dari dokumen hukum
dan literatur akademik yang tersedia secara sah. Meskipun demikian, penelitian tetap dilaksanakan
dengan menjunjung tinggi prinsip kejujuran ilmiah, objektivitas, dan tanggung jawab akademik dalam
setiap tahapan penelitian. Seluruh bahan hukum dan referensi digunakan sesuai dengan kaidah penulisan

ilmiah untuk menghindari plagiarisme, kesalahan interpretasi, maupun penyalahgunaan informasi.
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Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan memiliki integritas akademik yang tinggi serta dapat

dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

III. HASIL DAN DISKUSI

Hasil
A. Penyajian Data Hasil Penelitian

Penelitian ini menghasilkan data melalui identifikasi dan klasifikasi terhadap berbagai bahan hukum
yang berkaitan dengan perkembangan hukum migrasi internasional, perlindungan hak migran, dan
pencegahan perdagangan manusia. Proses analisis dilakukan secara bertahap untuk mengidentifikasi
perubahan norma hukum, mengelompokkan substansi pengaturan, serta memetakan hubungan antara
instrumen hukum internasional dan regulasi nasional dalam membentuk mekanisme perlindungan hak
multilevel. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa perkembangan hukum migrasi internasional tidak
hanya ditandai oleh lahirnya instrumen hukum baru, tetapi juga oleh perubahan orientasi pengaturan
yang semakin menempatkan perlindungan hak migran sebagai bagian integral dari tata kelola migrasi
internasional. Berdasarkan proses tersebut, diperoleh empat temuan utama yang menjadi dasar analisis
pada bagian selanjutnya. Rincian hasil identifikasi yang diperoleh menurut masing-masing indikator
analisis disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Identifikasi Berdasarkan Indikator Analisis

Hasil Identifikasi Referensi Pendukung
Analisis

(Nicolosi, 2024) dan

(Bast, 2024).

Indikator Analisis

Perkembangan norma
hukum migrasi
internasional

Perkembangan norma menunjukkan perubahan dari
pendekatan yang berorientasi pada pengendalian
perbatasan menuju tata kelola migrasi yang semakin
mengintegrasikan perlindungan hak asasi manusia
sebagai bagian dari kebijakan migrasi internasional.

Prinsip perlindungan
hak asasi manusia

Perlindungan hak migran berkembang menjadi
kewajiban negara yang mencakup penghormatan,
perlindungan, dan pemenuhan hak migran tanpa
diskriminasi melalui penguatan instrumen hukum
internasional serta implementasinya dalam regulasi
nasional.

(Arbaoui & Semaoui,
2024), (Abdul Aziz &
Mat Basir, 2025), dan
(Desmond, 2023).

Mekanisme
pencegahan
perdagangan manusia

Strategi pencegahan berkembang dari pendekatan
yang berorientasi pada penindakan pelaku menuju
pendekatan preventif melalui perlindungan korban,

(Gunawan et al., 2022),
(Theilen, 2025),
(Nimble et al., 2024),

pengurangan faktor kerentanan migran, dan | dan (Fabbri et al.,
penguatan kerja sama antarnegara. 2023).
Mekanisme Perlindungan hak migran dibangun melalui | (Chetail, 2023),
perlindungan hak keterpaduan norma hukum internasional, kebijakan | (Vitiello, (2022),
multilevel regional, dan regulasi nasional sehingga membentuk | (Sundram, 2024), dan

mekanisme perlindungan yang saling melengkapi
dalam mencegah perdagangan manusia
transnasional.

(Harré, 2022).

Berdasarkan Tabel 1, hasil identifikasi menunjukkan bahwa keempat indikator analisis memiliki
hubungan yang saling melengkapi dalam menjelaskan perkembangan hukum migrasi internasional.
Perubahan norma hukum menjadi dasar bagi penguatan prinsip perlindungan hak migran, kemudian

diikuti oleh berkembangnya mekanisme pencegahan perdagangan manusia yang tidak lagi hanya

34 | HAKIM - Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial, Vol. 4 No. 1 Februari 2026



Human Trafficking Prevention and Migration Law...

berorientasi pada penindakan, tetapi juga pada pengurangan faktor-faktor yang meningkatkan
kerentanan migran. Hasil identifikasi juga memperlihatkan bahwa integrasi antara norma internasional,
kebijakan regional, dan regulasi nasional membentuk mekanisme perlindungan hak multilevel yang
memberikan perlindungan secara lebih berkesinambungan terhadap migran. Temuan tersebut
menunjukkan bahwa evolusi hukum migrasi internasional berkembang sebagai suatu sistem yang saling

terhubung dan menjadi landasan normatif dalam memperkuat pencegahan perdagangan manusia.

Selanjutnya, hasil identifikasi tersebut digunakan sebagai dasar untuk menguraikan capaian penelitian
sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan. Setiap indikator dianalisis lebih lanjut untuk menjelaskan
kontribusinya terhadap pembentukan mekanisme perlindungan hak multilevel dan hubungannya dengan
strategi pencegahan perdagangan manusia. Penyajian hasil berdasarkan tujuan penelitian dilakukan
secara sistematis agar hubungan antara perkembangan norma hukum, perlindungan hak migran, dan tata
kelola migrasi internasional dapat dipahami secara utuh. Dengan demikian, bagian berikutnya

memfokuskan pembahasan pada hasil penelitian sesuai dengan tujuan utama penelitian.
B. Hasil Berdasarkan Tujuan Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa evolusi hukum migrasi internasional telah mengubah orientasi
pengaturan migrasi dari pendekatan yang berfokus pada pengendalian perbatasan menuju pendekatan
yang lebih menekankan perlindungan hak migran sebagai bagian dari tata kelola migrasi internasional.
Perubahan tersebut tercermin dari berkembangnya norma hukum yang tidak hanya mengatur aspek
administratif migrasi, tetapi juga memperkuat tanggung jawab negara dalam menjamin penghormatan,
perlindungan, dan pemenuhan hak migran pada setiap tahapan migrasi. Hasil identifikasi juga
memperlihatkan bahwa perkembangan tersebut berlangsung secara bertahap melalui integrasi berbagai
instrumen hukum internasional dan implementasinya dalam regulasi nasional sehingga membentuk
kerangka perlindungan yang lebih komprehensif. Temuan ini menunjukkan bahwa perlindungan hak

migran telah berkembang menjadi elemen fundamental dalam evolusi hukum migrasi internasional.

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme perlindungan hak multilevel memiliki peran
penting dalam memperkuat upaya pencegahan perdagangan manusia. Keterpaduan antara norma hukum
internasional, kebijakan regional, dan regulasi nasional membentuk sistem perlindungan yang tidak
hanya berorientasi pada penindakan terhadap pelaku, tetapi juga pada pengurangan kerentanan migran
melalui pendekatan preventif. Hasil tersebut memperlihatkan bahwa efektivitas pencegahan
perdagangan manusia semakin ditentukan oleh kemampuan sistem hukum dalam mengintegrasikan
perlindungan hak migran ke dalam kebijakan migrasi secara berkelanjutan. Dengan demikian, tujuan
penelitian untuk menganalisis hubungan antara evolusi hukum migrasi internasional, mekanisme
perlindungan hak multilevel, dan pencegahan perdagangan manusia telah terjawab melalui hasil

identifikasi dan analisis terhadap bahan hukum yang diteliti.

C. Analisis Data
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Analisis data dilakukan melalui tahapan identifikasi, klasifikasi, interpretasi, perbandingan, dan sintesis
terhadap berbagai instrumen hukum internasional serta regulasi nasional yang berkaitan dengan migrasi
dan pencegahan perdagangan manusia. Tahap identifikasi digunakan untuk menentukan ruang lingkup
norma yang mengatur perlindungan hak migran, sedangkan klasifikasi dilakukan untuk
mengelompokkan ketentuan hukum berdasarkan fungsi perlindungan, kewajiban negara, dan
mekanisme implementasinya. Selanjutnya, proses interpretasi dan perbandingan digunakan untuk
menelaah keterkaitan antarinstumen hukum serta tingkat konsistensi pengaturannya dalam membentuk
mekanisme perlindungan hak multilevel. Melalui tahapan tersebut diperoleh dasar analisis yang
menunjukkan hubungan antara perkembangan norma hukum migrasi internasional dengan penguatan

sistem perlindungan terhadap migran dalam konteks pencegahan perdagangan manusia.

Hasil sintesis terhadap keseluruhan bahan hukum kemudian digunakan untuk menyusun konstruksi
hubungan antara evolusi hukum migrasi internasional, mekanisme perlindungan hak multilevel, dan
strategi pencegahan perdagangan manusia. Proses sintesis tidak hanya menilai kesesuaian substansi
antarperaturan, tetapi juga mengidentifikasi keterkaitan fungsi setiap instrumen hukum dalam
membangun sistem perlindungan yang terpadu. Pendekatan tersebut memungkinkan analisis dilakukan
secara sistematis sehingga setiap temuan didasarkan pada hubungan normatif yang diperoleh dari
keseluruhan bahan hukum yang dianalisis, bukan pada penafsiran terhadap satu instrumen hukum secara
terpisah. Dengan demikian, analisis data menghasilkan dasar argumentasi yang digunakan untuk
menjelaskan bagaimana evolusi hukum migrasi internasional membentuk mekanisme perlindungan hak

multilevel sebagai bagian dari upaya pencegahan perdagangan manusia.
D. Hasil Utama yang Signifikan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa evolusi hukum migrasi internasional telah membentuk mekanisme
perlindungan hak multilevel yang memperkuat strategi pencegahan perdagangan manusia melalui
integrasi norma hukum internasional dan regulasi nasional. Temuan ini memperlihatkan adanya
pergeseran orientasi hukum migrasi dari pendekatan yang berfokus pada pengendalian perbatasan
menuju sistem perlindungan yang menempatkan hak migran sebagai bagian utama dalam tata kelola
migrasi internasional. Analisis juga menunjukkan bahwa efektivitas pencegahan perdagangan manusia
tidak hanya ditentukan oleh penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga oleh kemampuan sistem
hukum dalam mengurangi kerentanan migran melalui perlindungan hak yang berkelanjutan.
Keterpaduan antara norma internasional, kebijakan regional, dan implementasi nasional membentuk
kerangka perlindungan yang lebih komprehensif serta adaptif terhadap dinamika migrasi lintas negara.
Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa evolusi hukum migrasi internasional dan
mekanisme perlindungan hak multilevel merupakan fondasi normatif yang saling berkaitan dalam

memperkuat upaya pencegahan perdagangan manusia.

Diskusi
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa evolusi hukum migrasi internasional telah mengubah orientasi
pengaturan migrasi dari pendekatan yang berfokus pada pengendalian mobilitas lintas negara menuju
sistem yang semakin menempatkan perlindungan hak migran sebagai bagian integral dari tata kelola
migrasi. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hak tidak lagi diposisikan sebagai
pelengkap kebijakan migrasi, melainkan sebagai landasan normatif dalam membangun sistem
perlindungan terhadap kelompok migran yang rentan. Kondisi ini memperluas ruang lingkup
pencegahan perdagangan manusia dari pendekatan yang berorientasi pada penindakan menjadi
pendekatan yang menitikberatkan pada pengurangan kerentanan melalui perlindungan hak. Dengan
demikian, evolusi hukum migrasi internasional menunjukkan hubungan yang erat antara penguatan

norma hukum, perlindungan hak migran, dan efektivitas pencegahan perdagangan manusia.

Hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa mekanisme perlindungan hak multilevel berfungsi sebagai
penghubung antara norma hukum internasional dengan implementasi perlindungan pada tingkat
nasional. Keterpaduan tersebut memungkinkan prinsip-prinsip perlindungan hak migran diterapkan
secara lebih konsisten melalui harmonisasi regulasi dan koordinasi antarlembaga yang berwenang.
Analisis ini menunjukkan bahwa efektivitas pencegahan perdagangan manusia sangat dipengaruhi oleh
kemampuan sistem hukum dalam mengintegrasikan perlindungan hak ke dalam kebijakan migrasi
secara berkelanjutan. Oleh karena itu, mekanisme perlindungan hak multilevel menjadi elemen penting

dalam memperkuat efektivitas hukum migrasi internasional untuk mencegah perdagangan manusia.

Penelitian ini sejalan dengan temuan (Nicolosi, 2024) dan (Bast, 2024) yang menunjukkan bahwa
perkembangan hukum migrasi internasional telah bergeser dari pendekatan yang berorientasi pada
pengendalian perbatasan menuju perlindungan hak migran sebagai bagian dari tata kelola migrasi
global. Hasil penelitian ini juga memperkuat temuan (Arbaoui & Semaoui, 2024) dan (Abdul Aziz &
Mat Basir, 2025) yang menekankan pentingnya harmonisasi norma hukum internasional dan nasional
dalam meningkatkan perlindungan terhadap migran. Meskipun demikian, penelitian ini tidak hanya
menyoroti pentingnya harmonisasi regulasi, tetapi juga menunjukkan bahwa efektivitas pencegahan
perdagangan manusia bergantung pada keterpaduan mekanisme perlindungan hak multilevel yang
menghubungkan norma internasional, kebijakan regional, dan implementasi nasional. Perspektif
tersebut memperluas kajian sebelumnya dengan menempatkan mekanisme perlindungan hak multilevel
sebagai elemen yang menghubungkan evolusi hukum migrasi internasional dengan strategi pencegahan
perdagangan manusia secara lebih sistematis. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi
konseptual melalui penguatan hubungan antara evolusi norma hukum, perlindungan hak migran, dan

pencegahan perdagangan manusia dalam satu kerangka analisis yang terintegrasi.

Penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan mengintegrasikan evolusi hukum migrasi
internasional, mekanisme perlindungan hak multilevel, dan pencegahan perdagangan manusia ke dalam
satu kerangka analisis yang saling berkaitan. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya

membahas perkembangan hukum migrasi atau perlindungan hak migran secara terpisah, penelitian ini
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menunjukkan bahwa efektivitas pencegahan perdagangan manusia ditentukan oleh keterpaduan ketiga
aspek tersebut dalam membentuk sistem perlindungan yang komprehensif. Temuan ini memperluas
pemahaman mengenai fungsi hukum migrasi internasional yang tidak hanya berperan sebagai instrumen
pengaturan mobilitas penduduk, tetapi juga sebagai dasar normatif dalam memperkuat perlindungan
terhadap kelompok migran yang rentan. Oleh karena itu, kontribusi ilmiah penelitian ini tidak hanya
terletak pada integrasi ketiga konsep tersebut, tetapi juga pada pengembangan kerangka analisis yang
menjelaskan bagaimana evolusi hukum migrasi internasional membentuk mekanisme perlindungan hak
multilevel sebagai dasar normatif yang memperkuat efektivitas pencegahan perdagangan manusia dalam

sistem hukum yang bertingkat.

Hasil penelitian ini memberikan implikasi teoretis dengan memperluas pemahaman mengenai hubungan
antara evolusi hukum migrasi internasional dan mekanisme perlindungan hak multilevel dalam konteks
pencegahan perdagangan manusia. Kerangka analisis yang dikembangkan menunjukkan bahwa
efektivitas perlindungan migran tidak hanya dipengaruhi oleh perkembangan norma hukum
internasional, tetapi juga oleh keterpaduan implementasi norma tersebut pada berbagai tingkat sistem
hukum. Temuan ini memperkaya kajian hukum migrasi internasional dengan menempatkan mekanisme
perlindungan hak multilevel sebagai unsur yang menjembatani perkembangan norma hukum dengan
efektivitas kebijakan perlindungan migran. Dengan demikian, penelitian ini memberikan landasan
konseptual yang dapat digunakan untuk pengembangan studi hukum migrasi internasional dan

perlindungan hak asasi manusia dalam menghadapi dinamika migrasi global.

Hasil penelitian ini memberikan implikasi praktis bahwa penguatan mekanisme perlindungan hak
multilevel perlu menjadi dasar dalam perumusan kebijakan migrasi dan strategi pencegahan
perdagangan manusia di tingkat nasional maupun internasional. Harmonisasi antara norma hukum
internasional dengan regulasi nasional perlu diikuti oleh penguatan koordinasi antarlembaga dan kerja
sama lintas negara agar perlindungan terhadap migran dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan
berkelanjutan. Selain itu, pendekatan berbasis perlindungan hak migran perlu diintegrasikan ke dalam
setiap tahapan tata kelola migrasi, mulai dari proses keberangkatan, masa tinggal di negara tujuan,
hingga pemulangan migran ke negara asal. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan
bagi pembentuk kebijakan dan pemangku kepentingan dalam menyusun sistem perlindungan migran

yang lebih adaptif terhadap perkembangan migrasi internasional dan risiko perdagangan manusia.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena analisis difokuskan pada pendekatan hukum normatif
melalui kajian terhadap instrumen hukum internasional dan regulasi nasional sehingga belum
mengevaluasi secara empiris efektivitas implementasi mekanisme perlindungan hak multilevel dalam
praktik pencegahan perdagangan manusia. Kondisi tersebut menyebabkan penelitian ini lebih
menekankan pada konstruksi dan perkembangan norma hukum dibandingkan pada dinamika
penerapannya di berbagai negara atau wilayah tertentu. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya

disarankan mengombinasikan pendekatan normatif dan empiris melalui studi kasus, wawancara, atau
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analisis kebijakan untuk mengevaluasi efektivitas implementasi mekanisme perlindungan hak multilevel
dalam mencegah perdagangan manusia. Pengembangan penelitian dengan cakupan wilayah yang lebih
luas dan perbandingan lintas negara juga diharapkan dapat memperkaya pemahaman mengenai
hubungan antara evolusi hukum migrasi internasional, perlindungan hak migran, dan efektivitas

kebijakan pencegahan perdagangan manusia.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa evolusi hukum migrasi internasional telah membentuk mekanisme
perlindungan hak multilevel yang berperan penting dalam memperkuat upaya pencegahan perdagangan
manusia. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa perubahan orientasi norma hukum dari pendekatan
yang berfokus pada pengendalian migrasi menuju perlindungan hak migran menghasilkan sistem
perlindungan yang lebih komprehensif melalui keterpaduan antara norma internasional dan regulasi
nasional. Temuan tersebut menjawab tujuan penelitian dengan menunjukkan bahwa efektivitas
pencegahan perdagangan manusia tidak hanya bergantung pada penegakan hukum, tetapi juga pada
integrasi perlindungan hak migran dalam tata kelola migrasi di berbagai tingkat pengaturan. Oleh karena
itu, penelitian ini memberikan kontribusi konseptual dengan menunjukkan bahwa evolusi hukum
migrasi internasional tidak hanya membentuk perkembangan norma hukum, tetapi juga menjadi
landasan dalam pengembangan mekanisme perlindungan hak multilevel yang memperkuat efektivitas
pencegahan perdagangan manusia. Kerangka analisis tersebut memperkaya kajian hukum migrasi
internasional melalui penjelasan mengenai hubungan normatif antara evolusi hukum, perlindungan hak

migran, dan strategi pencegahan perdagangan manusia dalam satu konstruksi analitis yang terpadu.

Meskipun demikian, penelitian ini masih terbatas pada analisis hukum normatif sehingga belum
mengevaluasi efektivitas implementasi mekanisme perlindungan hak multilevel dalam praktik di
berbagai negara. Penelitian selanjutnya disarankan mengombinasikan pendekatan normatif dan empiris
untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penerapan norma hukum migrasi
internasional dalam mencegah perdagangan manusia. Kajian komparatif yang melibatkan berbagai
sistem hukum dan kerja sama regional juga diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang
memengaruhi efektivitas perlindungan hak migran dalam konteks migrasi internasional. Dengan
demikian, pengembangan penelitian di masa mendatang diharapkan dapat memperkuat dasar ilmiah
bagi perumusan kebijakan yang lebih adaptif dalam menghadapi dinamika migrasi dan perdagangan

manusia.
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